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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab kepada huruf Latin yang dipakai di dalam skripsi

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988

Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. KONSONAN TUNGGAL

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba b be
il ta' t te
& sa' - 8 es (dengan ftitik di atas)
z jim j je
z ha' h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha' kh ka dan ha
K dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
D) ra’ r er
) zai z zet
o sin S es
Y syin sy es dan ye
U sad s es (dengan titik di bawah)
%) dad d de (dengan titik di bawah)
L ta' t te (dengan titik di bawah)
55 dha’ z zet (dengan titik di bawah)
& 'ain ¢ koma terbalik di atas
¢ gain g ge
s fa' f ef
3 qaf q qi
& kaf k ka
Jd lam 1 ‘el
a mim m 'em
O nun n 'en
3 waw w we
> ha' h ha
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s hamzah ' apostrof
S ya y ye
1I. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap
R ditulis muta'addidah
33 ditulis iddah
IIL. Ta' marbutah di Akhir Kata
a. Bila dimatikan ditulis
ila ditulis hikmah
a BN ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis

dengan £
Ll Jyﬁu\ JS ditulis kardmah al-auliy4'
c. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, ditulis ¢
Jjaﬁ\ < 5 ditulis zakatul fitr
IV. Vokal Pendek
fathah ditulis a
kasrah ditulis i
dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | fathah + alif ditulis a
alals ditulis jahiliyyah
2 | fathah + ya mati ditulis 4
Y ditulis tansa
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3 | kasrah + ya mati

ditulis

Al JS ditulis karim
4 | dammah + wawu mati ditulis it
=Y )3 ditulis furid
VL. Vokal Rangkap
1 | fathah + ya mati ditulis ai
‘ iy ditulis bainakum
2 | fathah + wawu mati ditulis au
Jd )§ ditulis qaul
VIL Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
f‘l’“ ditulis a'antum
< aed ditulis u'iddat
?:’ < U‘j ditulis la'in syakartum
VIIL. Kata sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
o )33\ ditulis al-Qur'én
L)'“Uﬂ‘ ditulis al-giyés
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan
ela ) ditulis as-sama
g =4 ditulis asy-syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

g il g g3 ditulis

zawil furiid atav zawi al-furiid

TN d

ahlussunnah atav ahl as-sunnah
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang, bagi sebagian drang terkadang
tabu dibicarakan, namun seringkali menjadi perdebatan yang hangat dan sengit.
Dikatakan tabu, oleh karena secara alamiah tidak ada seorangpun yang
menghendaki terjadinya sengketa, apapun bentuk dan macamnya. Walau
demikian kenyataan menunjukkan‘ bahwa sengketa, bagaimanapun orang berusaha
menghindarinya, pasti akan selalu muncul, meski dengan kadar “keseriusan™ yang
berbeda-beda. Selanjutnya sengketa akan menjadi hangat dan sengit jika ternyata
sengketa tersebut tidak kunjung memperoleh penyelesaian bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam persengketaan tersebut.'

Sengketa sejak dahulu dan sudah menjadi prinsip dasar bagi manusia bahwa
mereka selalu menghendaki sesuatu yang serta damai dan tenteram dalam hidup
mereka. Setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi pada umumnya
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama.
Pengadilan sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa yang paling dikenal,
terkadang kurang memenuhi rasa keadilan Selain proses dan jangka waktu vang
relatif lama dan berlarut-larut, serta pihak-pihak yang cenderung “mempersulit”
proses pencarian keadilan, peradilan yang ada di' Indonesia saat ini dianggap

kurang dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan kadang

! Gunawan Widjaja dan Ahmad Yarii, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000), hlm. 25.



mempermainkan rasa keadilan dan kepatutan yang berkembang dalam
masyarakat.”

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang
umumnya diakwi di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian
dikukuhkan dalam suvatu institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus
mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama
dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim yang paling berat adalah
menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, sebab standar nilai dan rasa
keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa tentu berbeda. Karena itu tidak
ada cara yang paling tepat dalam memenuhi rasa keadilan tersebut selain
melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apé yang
mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap upaya perdamaian.3

Upaya perdamaian merupakan tahapan yang pertama dan paling utama yang
harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara sebagaimana
diatur dalam Pasal 154 (1) RBg, Pasal 130 HIR, Pasal 65 dan Pasal 82 (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam Peradilan Islam ada istilah Hakam atau arbitrator yang bertugas
menyelesaiakan perselisihan. Bagi seorang hakim, apabila perkara yang
dipersengketakan oleh orang-orang yang bersengketa itu sangat serius dan ia

berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat selesai kiranya diselesaikan lebih

dahulu tanpa melalui proses pengadilan, maka ia diperkenankan mengangkat

2 Ibid., him. 26.

* Lailatul Arofah, “Perdamaian dan Bentuk Lembaga Damai di Pengadilan Agama : Sebuah
Tawaran Alternatif”, Mimbar Hukum, No. 63 Thn XV, 2004 | him. 43.



seorang atau beberapa orang hakam yang mempunyai keahlian dalam bidang yang
diperlukan dalam masalah tersebut untuk diserahi menyelesaikan persengketaan
itu. Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengangkat
hakam yang mereka setujui bersama untuk maksud yang sama.*

Allah Ta'ala menegaskan adanya pengangkatan hakam oleh mereka yang

bersengketa dalam firmanNya.
133 O Ledal e LaSn g Alaf (0 L 1 ginsld Lagiy BN g8 ()
T Lale OIS ) ) Legin A (B gy aDha)

Perintah mengambil hakam dalam ayat tersebut adalah mengenai
persengketaan yang terjadi antara suami-istri. Namun oleh karena tujuan hakam
itu adalah untuk mendamaikan, dan ia merupakan usaha yang terpuji di sepanjang
waktu, maka segala persengketaan dapat di (iyaskan dengan persengketaan
rumah tangga ini.

Usaha mendamaikan para pithak yang berperkara hendaknya dilaksanakan
secara optimal, bukan sekadar formalitas dalam rangka memenuhi Undang-
undang. Lebih dari ttu upaya perdamaian hendaknya dilaksanakan dengan mniat
yang bersih semata-mata karena ingin mambantu dan memberikan pelayanan yang
terbaik kepada pencari keadilan. Bukan/kah setiap kebaikan yang dilakukan
hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri, hal mana senada dengan firman Allah

SWT.

4 Fachtur Rahman, "Hadis-Hadis Tentang PEradilan Agama", (Jakarta : Bulan Bintang,
2005), him. 148-149.

* An-Nisa' (35)
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Karena jika perdamaian mampu dicapai, maka perkara akan berakhir dengan
tidak terdapat siapa yang menang dan siapa yang kalah atau sama-sama merasa
menang, para pihak pulang dengan pﬁas sementara tugas-tugas keadilan menjadi
lebih sederhana. 7

Sebagaimana diketahui lembaga peradilan pada dasamya dibentuk untuk
menyelesaikan masalah. Namun dalam kenyataannya terkadang lembaga
peradilan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, bahkan
menimbulkan masalah baru, yakni perselisihan yang berkepanjangan di antara
para pihak. Hal itu disebabkan karena lembaga peradilan menempatkan para pihak
pada posisi yang berbeda atau berhadapan, sehingga putusan dari lembaga
" peradilan sering dikonotasikan kalah dan menang.

Selain_itu,” banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan®.
Peradilan dipandang sebagai lembaga yang lamban dan mempersulit dalam
menvelesatkan perkara yang ditujukan kepadanya. Kritik tersebut ada benamva
meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses berperkara di pengadilan harus

mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Oleh karena itu perlu

S Al-Isra (17) : 7
7 Lailatul Arofah, <’Perdamaian... him. 43.
¥ Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor I Tahun 2002 tentang

Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Mimbar Hukum No.
63 Thn XV, 2004, him .24



dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efektif dan efisien
serta para pthak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa
dikalahkan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa non
litigasi (tanpa persidangan). Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat
sebagai jawaban atas reaksi masyarakat Amerika Serikat sendiri terhadap sistem
peradilan mereka. Ketidakpuasan yang dimaksud bersumber pada persoalan
waktu yang digunakan sangat lama dengan biaya sangat mahal serta diragukan
kemampuannya dalam menyelesaikan secara memuaskan kasus-kasus yang rumit.
Sebagaimana diketahui masyarakat Amerika terkenal sebagai masyarakat yang
modem dengan didominasi oleh cara litigasi dengan selalu meneriakkan kata “see
you in court”, walaupun masalah yang dihadapi atau masalah yang disengketakan
adalah masalah yang kecil dan sangat sepele.” Hakim Agung Howard Ryan dari
Mahkamah Agung Illinois sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengakui

bahwa : “Who are shoched when they realize that they are going to have to wait

not a year, hope to go trial 0

Di Indonesia, kritik tentang lambannya penyelesaiaan perkara secara litigasi
(melalui proses peradilan) antara lain dilontarkan oleh Suparto Wijoyo bahwa
proses litigasi atau proses peradilan menapaki rentan masa tujuh sampai dua belas
tahun atau lima sampai enam tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola

bervariasi secara hirarkhis. Pada tingkat pertama : satu sampat tiga tahun, banding

® Ibid, hlm .24.

' Dikutip oleh, Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat, (Ujung Pandang: Hasanuddin
University Press, 1999), him. 14.



: satu sampat dua tahun, kasasi : satu sampai tiga tahun dan peninjauan kembali ;
satu sampai tiga tahun."’

Lambannya atau lambatnya penyelesaian perkara malalui proses litigasi sulit
dihilangkan, karena hampir semua perkara diajukan banding, kasasi, bahkan
peninjauan kembali sudah menjadi mode yang menyebabkan terjadinya tumpukan
perkara di Mahkamah Agung yang pada gilirannya menjadi tunggakan perkara
dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan masyarakat pencari keadilan tidak lagi
mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan pengadilan benar dan adil.
Kekalahan dianggap ketidakadilan dan karenanya segala upaya yang dibenarkan
oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku dimanfaatkan.

Menyikapi hal itu Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta pada
tanggal 24 - 27 September 2001 telah menghasilkan beberapa rekomendasi. Salah
satu keputusan RAKERNAS tersebut merekomendasikan pemberdayaan lembaga
peradilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg."”

Sejalan dengan hasil Rakemas tersebut dan untuk membatasi perkara kasasi
ke Mahkamah Agung secara substantif dan prosessual, maka Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan

Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130

" Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, (Settlement of Inviromental
Dispute), (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), him . 88.

2 yasardin, “Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor [ Tahun
2002, Mimbar Hukum No. 63 Thn. XV, 2004, him. 18.



HIR/154 RBg) dalam Bentuk Mediasi.”® Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002
tersebut merupakan upaya dalam mengoptimalkan upaya perdamaian para pihak
yang bersengketa, mengingat perdamaian yang dilakukan oleh hakim (majelis)
dalam sidang mempunyai keterlambatan terutama dari segi waktu yang
digunakan.

SEMA ini pada pokoknya menekankan bahwa hakim dalam upaya
melakukan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan
tidak sekadar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-
sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan
perdamaian. Diterapkannya lembaga damai ini diharapkan dapat memperkuat
keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga diharapkan
terjadi penyelesaian perkara dengan‘ sama-sama menang dan tidak ada istilah
kalah menang karena mereka telah sepakat untuk berdamai dan mengakhir
sengketa.

Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang sarat dengan masalah dan
sengketa/ perkara yang dihadapi. Dimana sebagian besar masyarakat mengadukan
perkaranya kepada pengadilan yang dianggap sebagai lembaga yang dapat
memberi keadilan. Namun pada kenvataannya terkadang keputusan pengadilan
kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA NO. 1 Tahun 2002 bertujuan untuk
meningkatkan peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara

dengan model mediasi, berdasarkan penelitian pendahuluan di Pengadilan Agama

3 Ibid,



Sleman, Bantul dan Yogyakarta penyusun mendapat informasi hanya Pengadilan
Agama Yogyakarta yang telah melaksanakan proses mediasi, terdapat dua perkara
yang diupayakan perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi pada akhimya mediasi
itupun gagal dilakukan. Fenomena ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan
dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2002 di mana mediasi merupakan salah satu
sarana pilihan penyelesaian sengketa yang memiliki banyak kelebihan.
Fenomena-fenomena inilah yang menjadi daya tarik bagi penyusun untuk
melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan mengambil obyek di PA
Yogyakarta sebagai PA yang telah melakukan proses mediasi antara para pihak
yang berperkara dari tahun 2003 - 2005. Penetapan interval waktu ini didasarkan
atas pertimbangan ada tidaknya pengaruh dikeluarkannya SEMA tefsebut

terhadap efektivitas penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas maka

pokok masalah yang dibahas adalah :

1. "““Bagaimana ‘efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama
Yogvakarta sebagai upaya pelaksanaan SEMA Nomeor 1 Tahun 2002
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerapan mediasi

di Pengadilan Agama Yogyakarta ?



C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan efektivitas penerapan mediasi di Pengadilan
Agama Yogyakarta sebagai upaya pelaksanaan SEMA Nomor 1
Tahun 2002.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi: efektifitas
penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

Adapun kegunaan yang diharapkan adalah :

1.  Memberikan sumbangan analisis ilmiah terhadap peningkatan kualitas
penerapan mediasi di PA Yogyakarta.

2.  Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuaﬁ bagi
pengadilan atau pihak yang terkaitv didalamnya dalam menerapkan

mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh
BP-4 maunpun pengadilan dalam mencegah terjadinya perceraian sudah banyak
dilakukan. Sedangkan upava perdamaian dalam bentuk mediasi sebagai salah satu
pilihan penyelesaian sengketa sebagai upaya pelaksanaan SEMA No 1 Tahun
2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) sejauh penelusuran penyusun belum pernah

dilakukan.
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Adapun studi yang membahas tentang perdamaian baik yang dilakukan oleh
sebuah lembaga BP-4 misalnya, atau upaya perdamaian yang dilakukan di
pengadilan di antaranya disusun oleh. Siti Maesaroh' dalam skripsi yang berjudul
“Studi tentang Tugas Operasional Lembaga BP-4 dalam Pembinaan Keutuhan
Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbulharjo Kodya Yogyakarta”.
Skripsi ini menerangkan tentang usaha perdamaia;l yang dilakukan BP-4 itu tidak
lain hanya untuk menghindari perceraian, bertolak dari sanalah BP-4
mengukuhkan dirinya sebagai pihak ketiga yang netral berdiri di atas kebenaran
dan keadilan. Karya Hadigah Iffah," berjudul “Bina Keluarga di BP-4 Kecamatan
Kulon Progo Ditinjau dari Hukum Islam”, menjelaskan bahwa BP-4 turut
membina atau dapat membantu menyelesaikan perkara rumah tangga karena-BP—4
dianggap sebagai juru pendamai bagi keluarga yang sedang bermasalah. Afwan
Zuhdi, '® dalam “Peranan BP-4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam
Mendamaikan Perselisihan Suami Istnn (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan
Hakim)”, menjelaskan bahwa BP-4 memiliki peran memberikan saran-saran pada
pasangan suami istri ‘yang akan melakukan  perceraian. Jika hal itu gagal
dilakukan, maka BP-4 ‘memberikan rekomendasi dan berbagai pertimbangan
i(epada Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama menindaklanjuti berbagai

upaya yang telah dilakukan oleh BP-4 sebagai jalur final secara formal.

14 Siti Maesaroh, “Studi Tentang Tugas Operasional Lembaga BP-4 dalam Pembinaan
Keutuhan Keluarga Muslim di Wilayah Kecamatan Umbulharjo Kodya Yogyakarta™, Skripsi
tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah ITAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

. !> Hadigoh Iffah, “Bina Keluarga di BP-4 Kecamatan Kulon Progo Ditinjau dari Hukum
Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

'¢ Afwan Zuhdi, “Peranan BP-4 Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Mendamaikan
Perselisihan .Suami Istri (Ditinjau dari Aspek Pertimbangan Hakim)”, Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
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Skripsi Amalia Rahmawati,"’ “Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian
Study Pada Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20027,
menjelaskan bahwa di dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan
Agama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
Adapun faktor yang menghambat hakim dalam mendamaikan perceraian di
persidangan adalah para pihak sudah bertekad bulat untuk bercerai, keterbatasan
waktu, kemudharatan dalam kehidupan berumah tangga Ilebih banyak
dibandingkan kemaslahatannya.

Ade Nurhadi,'® dalam skripsi “Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara
Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”. menjelaskan upaya Hakim PA
Yogyakarta dalam mendamaikan perkara perceraian selain mendapat justiﬁkasi
UU juga selaras dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam. Upaya Hakim dapat
berupa : pengetahuan Hakim tentang latar belakang permasalahan, penundaan
sidang, pemanggilan saksi keluarga, penyampaian nasihat keagamaan dan
permohonan Hakim kepada para pthak untuk meminta nasihat kepada BP-4,
keberhasilan upaya ini berarti partisipasi nyata hakim dalam menaggulangi salah

satu patologi -sosial. M. Uswat Khasani, '’ “Badan Penasehat Perkawinan

'7 Amalia Rahmawati, “Upaya Hakim dalam Mencegah Perceraian Study pada Pengadilan
Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20027, SkI‘lpS] tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

'8 Ade Nurhadi, “Upaya Hakim dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan
Agama Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Sya’riah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(1999).

' M. Uswat Khasani, “Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)
dan Peranannya dalam Mendamaiakan Pasangan Suami Istri yang Akan Bercerai (Studi di
Kotamadya Yogyakarta)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1998).
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Perselisihan dan Perceraian (BP-4) dan Peranannya dalam Mendamaiakan
Pasangan Suami Istri yang Akan Bercerai (Studi' di Kotamadya Yogyakarta)”,
menjelaskan bahwa peranan pengurus BP-4 Kotamadya Yogyakarta dapat
dirasakan manfaatnya oleh para pasangan suami istri yang akan bercerai. Fahrur
Roji,?° “Eksistensi Hakim dalam Melaksanakan Asas Mempersukar Terjadinya
Perceraian di PA Yogyakarta (tahun 1995-1996)°, menerangkan bahwa dalam
menghadapi perkara perceraian hakim telah berfungsi sebagai pendamai bagi
pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya yaitu
mengupayakan tidak terjadinya perceraian juga memberi nasihat dan menjelaskan
dampak-dampak yang timbul dari sebuah perceraian.

Dalam tulisan yang telah ditulis oleh Sudiarto dan Zainal Asyhadie,21
Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,
menjelaskan tentang Pengertian mediasi dimana proses negoisasi tersebut
melibatkan pihak luar yang netral untuk membantu memperoleh kesepakatan.
Penunjukan mediator, yang mana dapat terjadi karena kehendak sendiri, ditunjuk
oleh penguasa-atau diminta oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur mediasi serta
keuntungan-keuntungan mediasi. Hal ini akan dijadikan sebagai acuan penyusun

dalam menjelaskan gambaran umum tentang mediasi.

¥ Fahrur Roji, “Eksistensi Hakim dalam Melaksanakan Asas Mempersukar Terjadinya
Perceraian di PA Yogyakarta (tahun 1995-1996), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

2! Sudiarto dan Zaenal Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian
Sengketa Bisnis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him.16-20.
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. Sedangkan tulisan Rachmadi Usman,? Pilihan Penyelesaian Sengketa di
Luar Pengadilan, juga dijadikan sebagai rujukan penulisan karya ilmiah ini, buku
tersebut menjelaskan perbedaan mediasi dengan ajudikasi, keuntungan mediasi,
peran dan fungsi mediator dalam mediasi sebagai penengah yang membantu
kedua belah pihak untuk menyelesaiakan sengketa, tipologi mediator, serta proses
pelaksanaan mediast.

Artikel yang juga dijadikan sebagai acuan diantaranya : Yasardin, >
“Mediasi di Pengadilan Agama : Upaya Pelaksanaan SEMA No. 1 Th 2002~,
menjelaskan tentang pengertian mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa
melalui perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan.
Mediasi di pengadilan meliputi penunjukan mediator, tahapan mediasi serta
putusan pengadilan. Haryjah Damis_,“‘ “Hakim Medias1 Versi SEMA No. 1 Tahun
2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai (Fks Pasal 130 HIR/154 RBg)”, menjelaskan bahwa hakim bertidak
sebagai fasilitator, harus dapat menempatkan diri pada dua posisi yang berbeda
yakni kapan bertindak sebagai Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara
serta kapan bertindak sebagai mediator. Sedangkan pustaka yang berkaitan

langsung dengan obyek pembahasan dalam skripsi ini, sejaub yang penyusun teliti

22 Rachmadi usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003).

B Yasardin, “Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA No. 1 Th 2002”,
dalam Mimbar Hukum No. 63 Thn. XV, 2004, hlm. 18-23.

2 Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Thn 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”. him. 24-34.
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belum ada. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun memandang bahwa

penelitian ini belum pernah dilakukan dan untuk itu perlu dilakukan

E. Kerangka Teoretik

Perdamaian merupakan hal yang harus semaksimal mungkin diupayakan
oleh pengadilan. Dalam Islam dikenal teori Hakam dimana Majelis Hakim atau
para pihak yang berperkara dapat mengangkat Hakam sebagai juru damai. Hakam
merupakan pilihan untuk menyelesaukan perkara, pilihan penyelesaian sengketa
merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang
mendapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang
melatarbelakanginya sebagai berikut yaitu : >

1. Perlunyzi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih
fleksibel dan responsip bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.

2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan
sengketa.

3. Memperluas akses' mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga
setiap sengketa yang memiliki cimi-ciri tersendini ‘terkadang tidak
sesuai dengan bentuk penvelesaian yang satu akan cocok dengan
bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat memilih mekanisme
penyelesaian sengketa yang terbaik yahg sesuai situasi dan sengketa

yang dipersengketakan.

B Ibid., him. 25.
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Alternatif penyelesaian sengketa sebagai sarana penyelesaian non litigasi
kini bukan saja mendapat minat dan perhatian bagi negara maju (modern) seperti
Amerika Serikat dan Jepang, tetapi juga mendapat perhatian yang serius bagi
negara berkembang seperti di Indonesia. Urgensi pelembagaan alternatif
penyelesaian sengketa di Indonesia didasari alasan sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian
sengketa yang mampu memenuhi rasa keadilan yang semakin hari
semakin mengkristal.

2. Untuk mengimbangi tuntutan dan sikap, kritis masyarakat untuk ikut
serta dalam mengambil keputusan.

3. Kehadiran alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat rﬁodem
menimbulkan iklim persaingan yang sehat dan mendorong motivasi
lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk meningkatkan
citra dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Gold Berg dan rekan-rekannya sebagaimana dikutip

oleh Harijah Damis ada empat tujuan alternatif penyelesaian sengketa yaitu : 2°

1. . Mengurangi kemacetan perkara di pengadilan.

2.  Meningkatkan | keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian
sengketa.

3. Memperlancar jalan menuju keadilan.

% Dikutip oleh Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi SEMA No. 1 Thn 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, him. 26.
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4. Memberikan kesempatan bagi penyelesaian sengketa yang
menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak, dan sama-
sama merasa menang.

Mediasi merupakan salah satu bentuk Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS)
serta merupakan salah satu sarana atau mekanisme penyelesaian sengketa non
litigasi dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)
dan (10)*’ sebagai berikut :

Ayat (1) : “arbitrase acara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan
umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa™.

Ayat (10) : “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelésaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakti
oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan
cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli”.

Dengan berpatokan pada kedua Pasal tersebut di atas, maka, selain mediasi
terdapat beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa non litigasi di Indonesia
yaitu : arbitrase, negoisasi, konsultasi dan penilaian ahli yang masing-masing
memiliki ‘karakteristik dan ciri tersendiri.

Sejauh . penelusuran-pra-penelitian. peneliti  penerapan. mediasi di PA
Yogyakarta jika dilihat secara kuantitas cukup baik, artinya para pihak yang
berperkara sudah banyak yang menerima dan membutuhkan mediasi, lebih-lebih

bagi perkara yang lumayan rumit. Namun jika dilihat dan keberhasilan proses

mediasi, hasilnya masih sangat minim, sehingga mungkin dapat dikatakan mediasi

7 Pasal 1 ayat (1) dan (10), Undang—Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
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belum efektif. Tetapi dengan mediasi, setidak-tidaknya masing-masing pihak
lebih memahami persoalan dan posisi masing-masing sebelum perkara dilanjutkan
ke persidangan. Di sisi lain melalui mediasi PA Yogyakarta telah serius dalam
melakukan upaya perdamaian di antara para pihak, bukan sekadar formalitas.

Kendala yang dihadapi adalah ketika para pihak yang bersengketa tidak
mengetahui hakim yang memenuhi persyaratan dan memiliki keterampilan khusus
sebagai mediator. Solusinya, Ketua pengadilanlah yang dapat memberi petunjuk
secara obyektif dan proporsional Hakim yang memiliki syarat-syarat sebagai
mediator. Adapun hal-hal yang mempengaruhi praktik penerapan mediasi antara
lain : sikap a priori para pihak terhadap mediasi, sikap kaku para pihak dalam
mempertahankan pendiriannya, pengingkaran kesepakatan dan kedua belah i)ihak ,
atau satu pihak tidak datang dalam forum mediasi.

Untuk menghindari lambannya proses pemeriksaan mediasi, maka dalam
SEMA Nomor 1 dibatasi penggunaan waktunya dengan menggunakan waktu
yang digunakan maksimal tiga bulan, dan dapat diperpanjang dengan catatan-
catatan sebagai berikut =**

1. + Adaalasan yang dapat dibenarkan untuk perpanjangan waktu.

2. Atas persefujuan para pihak yang bersengketa.

3. Atas persetujuan ketua pengadilan

2 Harijah Damis, “Hekim Mediasi Versi SEMA Nomor I Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, him. 32.
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Perpaduan metode-metode mediasi, proses litigasi guna mengakhir

sengketa secara damai seperti yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 1 itu sangat

signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan :*

1.

2.

Memenuhi asas cepat sederhana dan biaya ringan.

Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yakni dalam hal

hasil yang dacapai dari proses mediasi biasa saja tidak dilaksanaksn

karena tidak adanya kekuatan enforceability. Melalui mediasi-litigasi,

hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan

hukum eksekutorial seperti keputusan biasa.

Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan

masyarakat. |

Respon terhadap kntik kelemahan litigasi selama ini, dalam hal ;

a. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal.

b. Waktu yang digunakan sangat lama atau buang-buang waktu.

c. Hasil berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas
dan membuat orang saling bermusuhan

Mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) karena

perkara melalui 'mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan untuk

upaya hukum lain.

2 Ibid., him. 32.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih dalam menyusun skripsi int adalah
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data
maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta.
Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun terlebih
dahulu memaparkan dan menjelaskan mediasi sebagai salah satu
sarana penyelesaian sengketa non litigasi, guna mengﬁrangi
penumpukan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta selanjutnya
menganalisa bagaimana diterapkan di PA Yogyakarta.
Lokasi penelitian
Tempat pelaksanaan penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta
yang pernah menggunakan jalur ‘'mediasi ‘dalam upaya perdamaian
walaupun akhirnya gagal dilakukan.
Teknik Pengumpulan Data
a. Interview

Penyusun mendapat informasi déngan cara bertanya langsung
kepada responden. Respondennya adalah Hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun menggunakan pedoman

wawancara, vaitu dengan mengajukan pertanyaan dan meminta,
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penjelasan, serta menggali keterangan yang lebih jelas kepada

responden untuk mendapatkan keterangan dan data yang erat

hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi.

Metode dokumentasi ini diperlukan untuk mencan data
mengenai hal-hal atau variaberl-variabel yang berupa dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data ~

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan

metode deduktif dan induktif, dengan mencermati paparan data yang

terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretésikan
sedemikian rupa dengan pendekatan yang telah ditentukan. Adapun
kerangka berfikir yang digunakan adalah :

a. Logika penalaran deduksi, yaitu bertitik tolak dari kaidah-kaidah
yang bersifat umum, yaifu tentang mediasi kemudian dianalisis
berdasarkan data yang bersifat khusus' yaitu pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan lembaga damai
dengan jalur mediasi sebagaia salah satu sarana penyelesg_ian
sengketa non litigasi guna mengurangi penumpukan pekara di
Mahkamah Agung dan diaplikasikan untuk menerapkan aturan
yang ada.

b. Logika penalaran induksi yaitu, mengamati dan mempelajari data

vang telah diperoleh yang masih bersifat khusus dan berdiri
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sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.
Adapun data yang diperoleh berupa data perkara yang diterima
dan diputus oleh Pengadilan Agama Yogyakarta yang melalui
jalur mediasi beserta faktor penyebab gagalnya jalur mediasi.
6.  Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian in1 adalah pendekatan
normatif yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan
didasarkan pada teori Hakam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg). Juga untuk

mengetahui dan memahami dasar-dasar atau konsep yang diterapkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah permbahasan, maka
penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan
sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara
keseluruhan, bab ini terdin dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan diakhiri sistematika pembahasan.

Bab dua, memberikan ulasan tentang mediasi yang meliputi pengertian dan
dasar hukum mediasi, Hakim mediasi menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2002, dan

keuntungan mediasi.
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Bab tiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, digambarkan
kondisi PA Yogyakarta yang menjelaskan gambaran umum PA Yogyakarta,
struktur organisasi, wilayah hukum. Kemudian menjelaskan tentang mediasi di
PA Yogyakarta yang berisi : upaya hakim dalam menerapkan mediasi,
penunjukan mediator, tahapan mediasi dan putusan pengadilan.

Bab empat, merupakan bahasan yang berisi analisis terhadap efektivitas
penerapan mediasi di PA Yogyakarta sebagai pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun
2002, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan mediasi di PA
Yogyakarta.

Bab lima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup dengan memuat

beberapa kesimpulan dan saran-saran.



BABYV
PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian bab-bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:

1. Efektifitas penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai
upaya pelaksanaan SEMA NO 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, jika dilihat
dari kuantitas sangat kurang. Artinya para pihak yang berperkara belum
banyak yang menerima dan membutuhkan mediasi. Demikian juga jika
dilihat dari keberhasilan mediasi, hasilnya masih sangat minim, sehingga
dapat dikatakan bahwa penerapan mediasi di PA Yogyakarta be‘lum
efektif. Tapi dengan mediasi, setidak-tidaknya masing-masing pihak
lebih memahami persoalan dan posisi masing-masing, karena sebelum
perkaranya dilanjutkan di persidangan para pihak telah melakukan
pendalaman persoalan dan mengemukakan posisinya masing-masing. Di
sisi lam, ‘dengan mediasi, Pengadilan-Agama Yogyakarta telah secara
seriue melakukan upaya perdamaian di antara’ para pihak vang

-berperkara, bukan sekadar formalitas. Selain sebagai upaya PA
Yogyakarta menerapkan SEMA, upayé tersebut dilakukan untuk
menyelamatkan pihak-pihak yang bersengketa agar para pihak dapat

mengakhiri perkaranya dengan hasil keputusan yang memuaskan
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schingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan atau merasa

dimenangkan (win-win solution).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Mediasi Di PA

Yogyakarta diantaranya :

a.

Sikap a priori para pihak atau salah satu pihak terhadap mediasi.
Dimana salah satu atau kedua belah pihak tidak percaya terhadap
pentingnya jalur mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian
sengketa yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan bagi
kedua belah pihak.

Sikap kaku dari masing-masing pihak atau salah satu pihak tetap
mempertahankan pendiriannya. Di sini sikap egois masing—xﬁasing
pihak lebih dikedepankan dari pada sikap berfikir dengan jernih
untuk mencari solusi yang terbaik bagi kemaslahatan bersama,
sehingga dengan sikap kaku merasa pendapaatnyalah yang paaling
benar dan menutup kemungkinan untuk melakukan mediasi.
Pengingkaran kesepakatan oleh kedua belah pihak atau salah satu
pihak. Hal ini disebabkan kedua belah pihak atau salah satunya tidak
konsisten terhadap kescpakatan yang mereka buat sendiri. Yang
seharusnya kesepakatan itu ditaati sehingga tidak ada pihak yang
merasa dikhianati.

Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam forum
mediasi. Proses mediasi adalah upaya damai yang dilakukan sendiri

oleh kedua belah pihak, hakim hanyalah sebagai mediator dan
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fasilitator. Sehingga keberhasilan mediasi tergantung kedua belah
pihak, jika salah satu atau keduanya tidak hadir maka proses mediasi

tidak akan berhasil.

B. Saran-saran.

1.

Para hakim hendaknya diberikan pelatihan khusus untuk bertindak
sebagai fasilitator atau mediator, sehingga hakim mempunyai bekai
dalam menghadapi tugas-tugas mediasi. ;
Guna r;lemantau hasil upaya pemberdayaan perdamaian melalui jalur
mediasi tersebut maka setiap pengadilan tingkat banding hendaknya
membuat laporan yang dilaporkan perkembangannya kepada Mahkamah
Agung.

Demi obyektifitas, kelancaran dan tercapainya tujuan mediasi hendaknya
disediakan ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama.
Meningkatkan sosialisasi mengenai mediasi misalnya bekerja sama
dengan BP-4 sebagai Badan Penasihat Perkawinan, sebab perkara

terbanyak yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah masalah

perceraian.
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